ABSTRAK

Peraturan Desa merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dengan Badan Permusyawaratan
Desa, merupakan sarana sekaligus sebagal dasar penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagal pengganti dari Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan peraturan desa tidak disebut secara tegas kedudukan Peraturan Desa
daam Hierarki Peraturan Perundang Undangan. Padahal melalui Hierarki
Peraturan Perundang Undangan dapat menjadi dasar dalam menentukan
kedudukan Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan dan
lembaga yang berwenang melakukan pengujian, dan dasar dalam menentukan
jenis Peraturan Perundang-Undangan sebagai batu uji untuk melakukan pengujian
terhadap Peraturan Desa.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode penelitian
normatif, yaitu suatu proses aturanhukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum
guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Kata kunci: Peraturan Desa, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Pengujian
Peraturan Perundang-Undangan.
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ABSTRACK

Village Regulation is a Legislation Regulation established by the Village
Head after being discussed with the Village Consultative Board, is a means as
well as the basis for the implementation of Village Government, but in Law
Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legidlation in lieu of Law Number
10 Year 2004 on the Establishment of Village Regulation Legislation Regulation
is not explicitly stated the position of Village Regulation in Hierarchy of
Legidlation Law Invitation. Whereas through the Hierarchy of Regulations and
Invitations Legislation can be the basis in determining the position of Village
Rules in the Hierarchy of Invite Legislation and the authorized institution to
conduct the test, and the basis for determining the type of Legislation Regulation
as atest stone for testing the Village Rules.

The method used in this research is the normative research method, which
is a process of rule of law, lega principle, and legal doctrine to answer the legal
issues faced.

Keywords: Village Regulations, Hierarchy of Laws and Regulations, Testing of
Laws and Regulations.
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